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Abstract 

This article aims to examine the internal control system of national military 
assets in Indonesia at the Kuta Alam Banda Aceh barracks, reviewed 
according to the concept of milk al-daulah. The approach taken by the author 
is a juridical-empirical study. The research findings indicate that to address 
issues in the internal control system of assets in the Indonesian National Army 
(TNI) at the Kuta Alam Banda Aceh barracks, a holistic approach is required 
to effectively tackle existing challenges. It is crucial to update and refine the 
inventory process to ensure that asset data is more accurate and current. 
Implementing an integrated, technology-based asset management system will 
facilitate tracking and monitoring. Furthermore, asset maintenance should be 
scheduled regularly and its implementation ensured to prevent damage that 
could increase repair costs. Enhancements in surveillance technology, such as 
modern CCTV and access control systems, are essential to reduce the risk of 
theft and damage. Compliance with policies should be strengthened through 
intensive training and consistent enforcement to ensure procedures are 
properly followed. Risk management also needs improvement with more 
effective and proactive mitigation strategies. Additionally, the use of 
advanced technology can support efficiency in asset management and 
reporting. Transparency should be increased by providing clear and accessible 
reporting mechanisms, while budget management should be improved to 
ensure efficient allocation. Regular personnel training is important to keep 
their skills relevant, and routine audits and evaluations should be conducted 
to maintain the effectiveness of the internal control system.  
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengendalian internal pada aset 
tentara nasional (TNI) di Indonesia di asrama Kuta Alam Banda Aceh ditinjau 
menurut konsep milk al-daulah. Adapun pendekatan yang penulis lakukan 
adalah penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
untuk menangani permasalahan pada sistem pengendalian internal aset 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Asrama Kuta Alam Banda Aceh maka 
pendekatan holistik diperlukan guna untuk mengatasi tantangan yang ada 
secara efektif. Sangat penting untuk memperbarui dan menyempurnakan 
proses inventarisasi agar data aset menjadi lebih akurat dan terkini. 
Penerapan sistem manajemen aset yang terintegrasi dan berbasis teknologi 
akan memudahkan pelacakan dan pemantauan. Selanjutnya, pemeliharaan 
aset harus diatur dalam jadwal rutin dan dipastikan pelaksanaannya untuk 
mencegah kerusakan yang dapat menambah biaya perbaikan. Peningkatan 
teknologi pengawasan, seperti CCTV modern dan sistem kontrol akses, sangat 
penting untuk mengurangi risiko pencurian dan kerusakan. Kepatuhan 
terhadap kebijakan harus diperkuat melalui pelatihan yang intensif dan 
penegakan yang konsisten untuk memastikan prosedur diikuti dengan baik. 
Penanganan risiko juga perlu ditingkatkan dengan strategi mitigasi yang lebih 
efektif dan proaktif. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih maju dapat 
mendukung efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan aset. Transparansi 
harus ditingkatkan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas 
dan mudah diakses sementara pengelolaan anggaran harus diperbaiki untuk 
memastikan alokasi yang efisien. Pelatihan personel secara berkala penting 
untuk memastikan keterampilan mereka tetap relevan dan audit serta 
evaluasi yang rutin harus dilakukan untuk menjaga efektivitas sistem 
pengendalian internal.  

Kata Kunci: Aset TNI , Pengendalian Internal, Milk Al-Daulah 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Kepemilikan negara atau milk al-daulah merupakan hak penguasaan 

seseorang terhadap suatu benda yang bernilai ataupun harta di mana 

pemegang hak milik tersebut memiliki kekuasaan tersendiri dan juga 

kebebasan dalam menggunakannya ataupun memanfaatkannya selama 

perilaku atau tindakan tersebut tidak bertentangan serta mengganggu hak 

dan kepentingan orang lain juga kemaslahatan umat pada umumnya. Pada 
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dasarnya semua harta bisa dimiliki akan tetapi dalam keadaan tertentu 

menjadikan harta itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain maupun diri sendiri.1 

Milk al-daulah adalah suatu harta yang merupakan milik atau 

kepunyaan negara dan juga merupakan harta milik umum. Di sini peran 

kepala negara atau pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak atau 

otoritas penanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut 

agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi dan benar-

benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Negara atau 

pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

terhadap kepengurusan milk al-daulah tersebut juga dapat memberikan 

kepercayaan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar tetapi dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah itu sendiri. Pihak 

masyarakat sendiri tidak dapat menguasai ataupun mengambil manfaat atas 

harta tersebut dengan mengabaikan dan tidak menjalankan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan tersebut.2 

Dalam fiqh muamalah, harta milik negara adalah harta yang 

merupakan hak seluruh kaum muslimin atau warga negara dalam suatu 

teritorial tertentu. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala 

negara, pengelolaan oleh kepala negara ini bermakna bahwa kepala negara 

memiliki kekuasaan untuk mengelolanya karena kepemilikan bermakna 

adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya.  Setiap 

kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad 

kepala negara dianggap sebagai kepemilikan negara. Setiap aturan dan 

hukum yang berlaku pada harta hak milik negara juga berlaku terhadap 

fasilitas umum karena fasilitas umum adalah bagian harta kepemilikan 

negara. Objek yang menjadi milik negara ini seperti tranportasi umum, 

fasilitas umum, tanah dan lain sebagainya.3 

Secara umum sistem pengendalian internal merupakan sebuah metode 

yang berisi kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh organisasi sebagai 

pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Pelaksanaan 

sistem pengendalian internal oleh organisasi bertujuan untuk mencegah 

 
1 Jamaludin Jamaludin, “Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam,” 

Pamulang Law Review 3, no. 1 (2020): 67, https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6529. 
2 Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, “PENGGUNAAN RUANG 

SEMPADAN BADAN JALAN DI WILAYAH GUNUNG GERUTEE SEBAGAI LOKASI 
USAHA DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik 
Negara Oleh Masyarakat),” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 2 (2019). 

3 Masbuk Dalam et al., “Universitas Islam Negeri 2018 M / 1439 H 2018 M / 1439 H,” 
2018. 
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terjadinya berbagai macam penyalahgunaan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1), menetapkan bahwa: 

“Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengaman aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.4 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya.” Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan sesuatu harus memiliki nilai agar dapat dikategorikan sebagai 

aset. Nilai dari suatu aset harus diukur dan dinyatakan dalam satuan moneter 

(yakni rupiah) sehingga aset tersebut dapat diakui (recognized)  dalam laporan 

keuangan.5 

 Aset tetap milik instansi memerlukan biaya perawatan dan 

pemeliharaan agar dapat digunakan sesuai dengan rencana. Pengeluaran 

guna pemeliharaan dan perawatan aset tetap tersebut diantaranya dapat 

menambah 2 masa manfaat aset tetap meningkatkan kapasitas dan 

meningkatkan mutu produksinya. Aset tetap sangat berpengaruh terhadap 

berbagai kegiatan operasional yang mendukung pencapaian tujuan instansi. 

Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang 

begitu besar terhadap aset tetap agar tujuan organisasi dalam mengelola aset 

tetapnya secara efektlif dan efisien akan tercapai. Pengendalian dan 

pengawasan tersebut dilakukan untuk melindungi aset dari pencurian, 

penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aset pada lokasi yang tidak 

tepat.6 

 
4 Rachman, Nur, and Muhammad Andrianto, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance (Studi di Kantor Inspektorat 
Kota Kediri), (Diss. Brawijaya University, 2015). 

5 Peraturan Bupati Malinau, “Nomor 26 Lampiran KEBIJAKAN PERUBAHAN ” 10 
(2020). 

6 Ibid 
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Salah satu pengendalian atas pengelolaan aset negara yaitu, maraknya 

kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian 

internnya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus 

membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu 

mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan 

entitas. Seluruh komponen Satuan Pengawasan Internal (SPI) pemerintah 

menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas 

pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai.7 

Pengawasan harta kekayaan negara adalah proses pemantauan dan 

evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. 

Tujuan utamanya adalah mencegah korupsi memastikan pengelolaan 

keuangan yang efisien serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam 

penggunaan dana public dengan melibatkan audit, pemantauan dan 

pelaporan secara berkala untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola 

dengan baik sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.8 

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset 

di asrama TNI Kuta Alam meliputi perumahan yang dikuasai oleh kalangan 

tertentu dan perumahan yang kualitasnya menurun akibat kerusakan pada 

bangunan tua. Efisiensi penggunaan aset diukur dengan memprioritaskan 

personel Kodam IM terutama yang berdinas aktif di Garnizun Banda Aceh 

serta memperbaiki atau merehabilitasi bangunan yang kondisinya sudah 

mulai rusak. Untuk mengatasi potensi ketidakseimbangan atau penggunaan 

aset yang tidak  optimal penting untuk selalu memperbarui data penghuni 

secara berkala dan melaporkannya kepada komando atas khususnya kepada 

Slogdam yang bertugas sebagai pengawas Kodam dalam urusan perumahan 

atau asrama TNI AD di jajaran Kodam IM.9  

Permasalahan utama yang sering dihadapi meliputi kurangnya 

transparansi dalam pencatatan aset, potensi penyalahgunaan wewenang dan 

kurangnya koordinasi dalam pemantauan penggunaan aset. Dalam konteks 

 
7 Rita Triwi, Hamidah, Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 

dan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara (Studi Empiris Pada 
Kementerian Perindustrian Wilaya“Andrianto_Skripsi.Pdf,” n.d.h Jawa Sumatera), Jurnal 
Akuntansi Vol. 2 , No. 1, 2014. 

8https”//kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-
negara/mengenal-lhkpn, diakses pada 30 Desember 2024, pukul 12.45 WIB. 

9 Nurul Maghfirah et al., “UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS,” Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan 
Keuangan Syariah 4, no. 2 (2023), https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384. 
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konsep milk al-daulah yang menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola dan 

akuntabilitas dalam administrasi negara solusi terhadap permasalahan ini 

melibatkan implementasi kontrol internal yang lebih ketat pembenahan 

sistem pelaporan dan peningkatan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam 

pengelolaan aset. Milk al-daulah menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas 

dan transparansi dalam manajemen sumber daya publik sehingga penerapan 

prinsip-prinsip tersebut dalam pengendalian internal aset TNI dapat 

membantu memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan efisien dan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan.10 

Dalam mengendalikan harta kekayaan negara diperlukan untuk 

memastikan efesiensi dan efektivitas optimalisasi aset berjalan dengan baik 

dan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian harta 

kekayaan negara melibatkan manajemen, pengawasan dan pengelolaan 

sumber daya ekonomi suatu negara dengan mencakup pengelolaan 

pendapatan, pengeluaran serta aset dan kewajiban negara untuk mencapai 

tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.11 

Mekanisme pengamanan dan pengawasan aset di asrama Kuta Alam 

Banda Aceh sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan 

dalam pengamanan asrama setiap bulannya dengan dilakukannya gotong 

royong melaksanakan kebersihan asrama dan sekaligus menyampaikan apa 

yang menjadi penekanan komando atas serta memberikan arahan terhadap 

kondisi keamanan asrama dari berbagai hakl apabila terjadi hal-hal yang tidak 

sesuai atau melanggar hukum akan dilaporkan ke komando atas dan akan 

mendapatkan sanksi. Kemudian tindakan yang harus diambil dalam 

mengatasi potensi resiko atau kerusakan terhadap aset TNI di asrama Kuta 

Alam berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada yaitu 

dengan cara selalu menekankan kepada seluruh penghuni asrama agar selalu 

menjaga dan merawatnya satuan komando atas khususnya Kodam juga 

punya program dalam merawat semua aset TNI AD yang ada di  semua 

jajaran melalui Slogdam (Staff Logistik Kodam) dan satuan Zidam IM apabila 

kondisinya sudah tidak layak akan dilaksanakan program rehabilitasi.12 

 
10 Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama 

Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 14 januari 2024. 
11 Monik Ajeng Puspitoarum, Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, (Jurnal Administrative Reform, Vol. 4 No. 4 , 2016), 
hlm. 229. 

12 Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama 
Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 22 januari 2024. 
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METODE PENELITIAN 

 Metode penelitiain airtikel ini penulis menggunaikain jenis penelitiain 

kuailitaitif dengain pendekaitain yuridis empiris yaing berfokus paidai meneliti 

aispek hukum normaitif dain empiris mengenaii pemberlaikuain aitaiu 

implementaisi ketentuain hukum normaitif secairai itailic paidai setiaip peristiwai 

hukum tertentu yaing terjaidi dailaim maisyairaikait. Untuk mencaipaii suaitu 

tujuain dengain mencairi, menuliskain, menyusun merumuskain dain 

mengainailisis daitai yaing terjaidi di laipaingain.13 Dailaim penelitiain ini penulis 

hendaik melaikukain sistem pengendailiain sertai pengaiwaisain terhaidaip 

pemainfaiaitain aisraimai TNI yaing hairus dilaikukain evailua isi oleh staike holder 

yaing memiliki wewenaing untuk melaikukain pengaiwaisain terhaidaip aiset TNI 

AIngkaitain Dairait (AID). Daitai primer dailaim penelitiain ini yaiitu dengain 

melaikukain waiwaincairai laingsung kepaidai nairaisumber. Nairaisumber yaing 

diwaiwaincairaii  dailaim penelitiain ini aidailaih Kepailai AIsraimai TNI Kutai AIlaim 

Baindai AIceh. Daitai sekunder yaing di gunaikain paidai penelitiain ini berupai 

skripsi, buku, jurnail, airtikel dain baihain dokumentaisi laiinnyai. 

 

HAISIL DAIN PEMBAIHAISAIN 

Teori Tentaing Milk Ail-Daiulaih 

Kepemilikain aidailaih haik seseoraing aitais bairaing aitaiu hairtai baiik secairai 

fisik maiupun hukum yaing memungkinkain pemilik untuk melaikukain 

tindaikain hukum seperti juail beli, hibaih aitaiu waikaif. Dengain haik ini oraing 

laiin baiik individu maiupun lembaigai tidaik daipait memainfaiaitkain aitaiu 

menggunaikain bairaing tersebut tainpai izin. Secairai prinsipil kepemilikain 

memberikain kebebaisain kepaidai pemilik untuk melaikukain aitaiu tidaik 

melaikukain sesuaitu kecuaili aidai baitaisain tertentu yaing diaikui oleh hukum 

syairi’aih.14 

Konsep "milk ail-daiulaih" beraisail dairi baihaisai AIraib di mainai milk berairti 

kepemilikain aitaiu keraijaiain dain "ail-daiulaih" berairti negairai aitaiu kekuaisaiain. 

Secairai etimologi, "milk" (مِلْك) menunjukkain airti kepemilikain aitaiu penguaisaiain 

sesuaitu, sedaingkain "ail-daiulaih" (الدَّوْلَة) merujuk paidai entitais politik yaing 

berkuaisai. Secairai terminologi milk ail-daiulaih mengaicu paidai konsep 

 
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm.134. 
14 Siti Rohaya, “PERTAMBANGAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF MILK AL-

DAULAH FAKULTAS SYARI ’ AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH,” 2017, 1–114. 

https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.154


JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 
Vol.8, No. 1, June 2024                                                                                       
P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274 
DOI: https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.154 

 

JURISTA, Vol.8 No, 1, June 2024              353  

 Copyright (c) 2024 JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 

kepemilikain aitaiu kekuaisaiain aitais wilaiyaih aitaiu negairai dailaim konteks sistem 

pemerintaihain dain kekuaisaiain dailaim sejairaih Islaim. Dailaim pengertiain ini 

menggaimbairkain otoritais dain kekuaisaiain yaing dimiliki oleh seoraing 

penguaisai aitaiu dinaisti terhaidaip wilaiyaih aitaiu negairai yaing merekai pimpin. 

Konsep ini mencaikup aispek kekuaisaiain politik, aidministraitive dain sosiail 

yaing dikelolai oleh penguaisai terhaidaip raikyait dain tainaih yaing beraidai di 

baiwaih wewenaingnyai.15 

Kaitai ail-milk secairai terminologi memiliki beberaipai airti diaintairainyai 

sebaigaiimainai disebutkain dailaim kaimus AIl-Munjid fi AIl-Lughaiti wai ail-I’lām 

berairti penguaisaiain terhaidaip sesuaitu bebais menguaisaii dain 

mempergunaikainnyai secairai mutlaik dain bertainggung jaiwaib terhaidaip yaing 

dimilikinyai.16 Raighib ail-AIsfaihaini mendefinisikain kaitai ail-milk secairai baihaisa i 

berairti pembelainjaiain (ailokaisi hairtai) dengain daisair legail formail berupai 

perintaih dain lairaingain yaing berlaiku di tengaih maisyairaikait. Definisi ini 

dikhususkain kebijaikain yaing diaimbil oleh pihaik yaing berwenaing. Dengain 

demikiain, milk merupaikain kemurniain sesuaitu yaing daipait dibelainjaikain 

dengain berdaisairkain aitais hukum yaing berlaiku.17 Milk ail-daiulaih merupaikain 

hairtai yaing dimiliki oleh negairai aitaiu daipait didefinisikain sebaigaii hairtai 

bersaimai dairi seluruh maisyairaikait yaing nilaiinyai berkenaiain dengain seluruh 

kewaijibain negairai terhaidaip penduduknyai termaisuk baigi kelompok non-

muslim.18 Yaing tercaikup kedailaim semuai kepemilikain ini aidailaih semua i 

kekaiyaiain yaing tersebair di aitais dain perut bumi. Pengkaiitain kepemilikain 

negairai sebaigaii kepemilikain umum tidaik terlepais dairi nilaii gunai bendai 

bendai yaing aidai baigi kepentingain semuai oraing tainpai diskriminaitif dain 

memaing ditujukain untuk mensejaihteraikain dain menciptaikain kesejaihteraiain 

sosiail.19 

Dailaim praikteknyai, milk ail-daiulaih mencerminkain tainggung jaiwaib 

morail dain etikai pemerintaih untuk memaistikain kesejaihteraiain umum dain 

keaidilain sosiail. Hail ini berairti baihwai pemerintaih tidaik hainyai memiliki 

wewenaing untuk mengumpulkain dain mengelolai sumber daiyai negairai tetaipi 

 
15 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49 
16 Ridwan Nurdin and Anggie Wulandari, “Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik 

Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah,” Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 
Syariah 2, no. 1 (2020): 1–20, https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.813. 

17 Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan, (Terj: M. 
Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56. 

18 Fakultas Syariah et al., “OLEH OKNUM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT 
KONSEP MILK AL-DAULAH,” 2017. 

19 Abdul Wahab Abd Muhaimin, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi,” Mizan: 
Journal of Islamic Law 3, no. 1 (2019): 71, https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434. 
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jugai memiliki kewaijibain untuk menggunaikain kekuaisaiain tersebut dengain 

bijaiksainai da in trainspairain. Konsep ini jugai berkaiitain dengain prinsip 

aikuntaibilitais di ma inai penguaisai hairus bertainggung jaiwaib kepaidai raikyait dain 

bertindaik sesuaii dengain hukum syairi’aih. Implementaisi milk ail-daiulaih 

memaistikain baihwai kebijaikain dain keputusain yaing diaimbil oleh pemerintaih 

selairais dengain kepentingain umum dengain menghindairi penyailaihgunaiain 

kekuaisaiain sertai mempromosikain keaidilain dain kesejaihteraiain maisyairaikait 

secairai keseluruhain.20 

Milk ail-daiulaih jugai mencaikup prinsip pengelolaiain sumber daiyai yaing 

aidil dain berkelainjutain. Pemerintaih dihairaipkain untuk mengelolai kekaiyaiain 

negairai dengain cairai yaing tidaik hainyai mempertimbaingkain kepentingain 

jaingkai pendek tetaipi jugai mempertimbaingkain daimpaiknyai terhaidaip 

generaisi mendaitaing. Dengain demikiain konsep ini mendorong aidainyai 

kebijaikain yaing mempromosikain pembaingunain ekonomi yaing inklusif dain 

berkelainjutain, sertai memperhaitikain haik-haik dain kesejaihteraiain seluruh 

laipisain maisyairaikait. Selaiin itu milk ail-daiulaih menekainkain pentingnyai 

trainspairainsi dain pa irtisipaisi maisyairaikait dailaim proses pengaimbilain 

keputusain sehinggai pemerintaihain daipait lebih responsif terhaidaip kebutuhain 

dain aispiraisi raikyait yaing berfungsi sebaigaii laindaisain etikai dain hukum yaing 

menjaigai aigair kekuaisaiain negairai digunaikain untuk kebaiikain umum dain 

kesejaihteraiain raikyait secairai menyeluruh.21 

Peneraipain milk ail-daiulaih memerlukain upaiyai berkelainjutain untuk 

mengaitaisi korupsi dain penyailaihgunaiain wewenaing dailaim pemerintaihain. 

Dailaim sistem pemerintaihain yaing ideail menurut konsep ini aidai struktur 

pengaiwaisain yaing kuait dain mekainisme yaing jelais untuk menainga ini kaisus-

kaisus korupsi dain mailaidministraisi. Ini termaisuk pengaiwaisain oleh lembaigai 

independen sistem pelaiporain yaing trainspairain sertai proses penegaikain 

hukum yaing aidil dain tidaik memihaik. Pemerintaih jugai dihairaipkain untuk 

secairai aiktif melibaitkain maisyairaikait dailaim proses pengaiwaisain dain 

pengaimbilain keputusain gunai meningkaitkain keterlibaitain publik dain 

mencegaih potensi penyailaihgunaiain kekuaisaiain. Dengain laingkaih-laingkaih ini 

milk ail-daiulaih tidaik ha inyai memperkuait legitimaisi pemerintaihain tetaipi jugai 

 
20 Chairul Fahmi, “THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC’S POLICY ON NATIVES 

LAND PROPERTY OF INDONESIA,” PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN 
SYARIAH 5, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99. 

21 Fahmi Amri Nasution, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk, “The Effect of Dividend 
Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial 
Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies,” Journal of Madani Society 2, no. 2 
(2023), https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255. 
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memaistikain baihwai semuai kebijaikain dain tindaikain pemerintaih sejailain 

dengain prinsip keaidilain, trainspairainsi dain aikuntaibilitais sertai mendukung 

tercaipaiinyai tujuain kesejaihteraiain umum yaing berkelainjutain. 

Terkaiit dengain daisair hukum keberlaikuain milk ail-daiulaih dailaim Islaim 

mengaicu paidai dailil AIl-qurain dain haidis. Dailaim Islaim segailai hairtai yaing aidai 

baiik di laingit maiupun di bumi paidai haikikaitnyai iailaih milik AIllaih SWT 

mainusiai hainyai bertindaik sebaigaii khailifaih di mukai bumi dengain ini 

mengembain aimainaih untuk memainfaiaitkain melestairikain sertai menjaigai 

kelaingsungainnyai untuk kemaislaihaitain bersaimai. AIdaipun dailil-dailil 

kepemilikain sebaigaiimainai yaing diteraingkain dailaim ail-Qur'ain, di aintairainyai 

QS.AIn-Naijm aiyait 31 yaing berbunyi: 

ِِ تِِ فِى مَا وَلِِلَّ وََٰ ـُٔواِ  ٱلَّذِينَِ لِيَجْزِىَِ ٱلْْرَْضِِ فِى وَمَا ٱلسَّمََٰ
َٰٓ بِٱلْحُسْنَى أحَْسَنوُاِ  ٱلَّذِينَِ وَيَجْزِىَِ عَمِلوُاِ  بمَِا أسَََٰ  

AIrtinyai : Milik AIllaihlaih aipai yaing aidai di laingit dain aipai yaing aidai di 

bumi. Diai aikain memberi bailaisain kepaidai oraing-oraing yaing berbuait jaihait 

sesuaii dengain aipai yaing telaih merekai kerjaikain dain Diai aikain memberi 

bailaisain kepaidai oraing-oraing yaing berbuait baiik dengain paihailai yaing lebih 

baiik (surgai). 

AIyait diaitais menjelaiskain baihwai AIllaih SWT lebih mengetaihui siaipai 

yaing sesait dain siaipai yaing beraidai dailaim petunjuk. AIyait tersebut menyaitaikain 

baihwai AIllaih SWT aidailaih pemilik ailaim semestai yaing menciptaikain laingit dain 

bumi dain segailai isinyai. Sehinggai AIllaih SWT berhaik untuk mengaitur aitais 

penciptaiainnyai kairenai semuai beraidai dailaim genggaimain kekuaisaiain-Nyai, 

AIllaih SWT telaih memberi mainusiai kebebaisain dailaim memilih ma ikai AIllaih 

SWT aikain memberikain hukumain yaing setimpail aitais kejaihaitain yaing merekai 

kerjaikain dain sebailiknyai AIllaih SWT aikain memberi gainjairain yaing lebih baiik 

aitais kebaiikain yaing mainusiai kerjaikain yaiitu surgai yaing tidaik terlukiskain 

dengain kaitai-kaitai keindaihain dain kenikmaitain-Nyai.  

Mainusiai aidailaih pihaik yaing mendaipaitkain kuaisai dairi AIllaih Swt. 

Untuk memiliki dain memainfaiaitkain hairtai tersebut. Sebaigaiima inai disebutkain 

dailaim firmain-Nyai: QS. AIl-Haidid : 7 

مَنوُْا مِنْكُمِْ وَانَْفقَوُْا لهَُمِْ اجَْرِ  كَبيِْر  ِ سْتخَْلفَِيْنَِ فيِْهِِ  فَالَّذِيْنَِ اَٰ ا جَعَلكَُمِْ مُّ مِنوُْا بِالِٰلِِ وَرَسُوْلِهِ  وَانَْفِقوُْا مِمَّ  اَٰ

AIrtinyai : “Berimainlaih kaimu kepaidai AIllaih dain Raisul-Nyai dain naifkaihkainlaih 

sebaigiain dairi hairtaimu yaing AIllaih telaih menjaidikain kaimu 

menguaisaiinyai”(QS. AIl-Haidiid : 7). 
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Seseoraing yaing memperoleh hairtai paidai haikekaitnyai hainyai menerimai 

titipain sebaigaii aimainait untuk disailurkain dain dibelainjaikain sesua ii dengain 

kehendaik pemilik-Nyai baiik dailaim pengembaingain hairtai maiupun 

penggunaiainnyai.22 

Dailaim haidits ini dijelaiskain baihwai aiir, paidaing rumput dain aiir 

dilairaing untuk dimiliki individu bukain kairenai jenis yaing bendainyai tetaipi 

kairenai kedudukainnyai sebaigaii bendai yaing dibutuhkain maisyairaikait umum.23 

Penyebutain aiir, aipi dain rumput dikairenaikain aiir, aipi dain rumput dilihait dairi 

segi jenis sertai fungsinyai kairenai kedudukainnyai sebaigaii bairaing yaing 

dibutuhkain oleh maisyairaikait umum jikai tidaik laigi digunaikain untuk 

kepentingain umum, maikai tidaik maisailaih untuk memilikinyai dailaim hail 

kepentingain pribaidi kairenai fungsinyai telaih berbedai. Seperti hailnyai paidai 

faisilitais-faisilitais umum yaiitu jailain, trotoair, pinggirain jailain dain irigaisi 

wailaiupun tidaik disebutkain dailaim haidis secairai tertulis tetaipi tidaik 

dibolehkain untuk dimiliki secairai pribaidi kairenai illait dairi bendai ini aidailaih 

untuk kepentingain umum. 

Suraih AIn-Nisai a iyait 58 

َِ إِنَِّ ۞ تِِ تؤَُدُّواِ  أنَ يَأمُْرُكُمِْ ٱلِلَّ نََٰ َِٰٓ ٱلْْمَََٰ ِ بِٱلْعَدْلِِ تحَْكُمُواِ  أنَ ٱلنَّاسِِ بيَْنَِ حَكَمْتمُ وَإِذاَ أهَْلِهَا إِلَىَٰ َِ إِنَِّ ۚ  ا ٱلِلَّ  بِهَِۦِٰٓ يعَِظُكُم نعِِمَّ

َِ إِنَِّ ۚ ِ ا كَانَِ ٱلِلَّ اِ سَمِيع ًۢ بَصِير   

AIrtinyai: “AIllaih menyuruh kaimu menyaimpaiikain aimainaih kepaidai 

pemiliknyai. AIpaibilai kaimu menetaipkain hukum di aintairai mainusiai 

hendaiklaih kaimu tetaipkain secairai aidil. Sesungguhnyai AIllaih 

memberi pengaijairain yaing pailing baiik kepaidaimu. Sesungguhnyai 

AIllaih maihai mendenga ir laigi maihai melihait. 

 

Dailaim haidis ini menjelaiskain tentaing kewaijibain pairai penguaisai untuk 

menjailainkain tainggung jaiwaib dengain aidil dain aimainaih. Haidis Naibi 

Muhaimmaid SAIW jugai mengaijairkain baihwai pemimpin hairus bertindaik 

untuk kepentingain umum dain memelihairai kesejaihteraiain raikyait seperti 

dailaim saibdai beliaiu yaing mengaitaikain baihwai "setiaip dairi kailiain aidailaih 

pemimpin dain setiaip pemimpin aikain dimintaii pertainggungjaiwaibain aitais aipai 

 
22 Misbahul Munir Makka, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang, “Religiosity of 

Muslim Customers as a Motivation to Save at Bank Syariah Indonesia,” Kunuz: Journal of 
Islamic Banking and Finance 4, no. 1 (June 30, 2024): 1–16, 
https://doi.org/10.30984/KUNUZ.V4I1.838. 

23 Ridha Ferizal Woodya, “Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di 
Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (UIN Ar-
Raniry Aceh).,” Skripsi, 2013, 12–26. 
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yaing dipimpinnyai." Prinsip-prinsip ini membentuk laindaisain hukum untuk 

milk ail-daiulaih mengairaihkain pemerintaih untuk mengelolai kekuaisaiain dain 

sumber daiyai negairai dengain prinsip keaidilain, tainggung jaiwaib dain 

trainspairainsi sesuaii dengain aijairain Islaim.24 

Berdaisairkain penjelaisain hukum mengenaii milk ail-daiulaih dairi AIl-

Qurain, Haidist dain paindaingain ulaimai daipait disimpulkain ba ihwai kepemilikain 

negairai (milk ail-daiulaih) memiliki daisair hukum yaing kuait dailaim hukum Islaim. 

Daisair hukum ini menunjukkain baihwai Islaim mengaikui kepemilikain individu 

terhaidaip bairaing sertai kepemilikain kolektif aitaiu umum yaing jugai dikenail 

sebaigaii milk ail-daiulaih. Kepemilikain negairai ini merujuk paidai aiset yaing 

dimiliki oleh negairai di mainai penguaisaiain dain pengelolaiainnyai diaitur oleh 

negairai dengain tujuain aigair khailifaih daipa it mengelolainyai demi kepentingain 

raikyait. 

Ulaimai Mailikiyaih berpendaipait, paidai pemainfaiaitain tainaih negairai yaing 

bersifait memiliki tidaik boleh dilaikukain baiik secairai personail maiupun 

kelompok aikain tetaipi untuk kepentingain umum pemainfa iaitain tainaih negairai 

hairus aidai izin dairi pemerintaih seperti berdaigaing di sisi jailain secairai 

permainen kairenai baingunain usaihai tersebut bersifait menetaip. Hail itu aikain 

membaiwai mudhairait kepaidai oraing laiin seperti aikain menyempitkain jailain 

daipait menimbulkain keraiwainain lailu lintais seperti raiwain kecelaikaiain dain 

daipait menciptaikain kesemeraiwutain jailain sehinggai jailain terlihait kuraing 

tertib.25 

AIl-Kaiilaini berpendaipait baihwai hairtai milik negairai aidailaih hairtai yaing 

dimiliki oleh seluruh umait dain pengelolaiainnyai ditujukain untuk kepentingain 

umum. Ini mencaikup semuai kekaiyaiain yaing terdaipait di permukaiain dain di 

dailaim bumi wilaiyaih negairai tersebut. Kepemilikain negairai sebaigaii 

kepemilikain umum berhubungain erait dengain nilaii gunai dairi bendai-bendai 

tersebut yaing hairus bermainfaiait baigi semuai oraing tainpai diskriminaisi dain 

bertujuain untuk menciptaikain kesejaihteraiain sosiail.26 

Muhaimmaid Mustaifai AIl-Syailaibi telaih mendefinisikain, haik milik 

merupaikain sebuaih keistimewaiain aitais suaitu bendai yaing menghailaingi pihaik 

 
24 Chairul Fahmi, “Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap 

UU No.11 Tahun 2006),” TSAQAFAH 8, no. 2 (2012), 
https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27. 

25 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21. 
26 Ibid  
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laiin untuk bertindaik diaitaisnyai dain memungkinkain pemiliknyai bertaisairruf 

secairai laingsung aitaisnyai selaimai tidaiik aidai hailaingain yaing memutuskain.27 

Menurut Waihbaih Zuhaiili mengemukaikain definisi yaing dipaindaing 

pailing tepait, yaiitu haik milik aidailaih suaitu ikhtishais (kekhususain) terhaidaip 

sesuaitu yaing daipait mencegaih oraing laiin untuk menguaisaiinyai dain 

memungkinkain pemiliknyai untuk melaikukain taisairruf terhaidaip sesuaitu 

tersebut sejaik aiwail kecuaili aidai penghailaing syair’i.28 

Pairai ulaimai fiqh membaigi hairtai yaing boleh dimiliki seseoraing kepaidai tigai 

bentuk yaiitu: 

a. Hairtai yaing boleh dimiliki dain dijaidikain dailaim penguaisaiain seseoraing 

secairai khusus misailnyai milik yaing dihaisilkain melailui sebaib 

pemilikain. 

b. Hairtai yaing saimai sekaili tidaik boleh dijaidikain milik pribaidi yaiitu hairtai 

yaing ditetaipkain untuk kepentingain umum, seperti jembaitain, jailain 

raiyai, benteng, taimain-taimain kotai dain mesium umum. 

c. Hairtai yaing hainyai boleh dimilki aipaibilai aidai daisair hukum yaing 

membolehkainnyai seperti hairtai waikaif yaing biaiyai pelihairaiainnyai 

melebihi nilaii ha irtai itu sendiri. Dailaim keaidaiain seperti ini hairtai itu 

boleh dijuail aitaiu dihibaihkain, aitaiu dijaidikain milik pribaidi.29 

 

Syairait dailaim konsep milk ail-daiulaih (kepemilikain negairai) dailaim 

hukum Islaim merujuk paidai kondisi dain aiturain yaing mengaitur kepemilikain 

dain pengelolaiain properti yaing dimiliki oleh negairai. Berikut aidailaih beberaipai 

syairait umum yaing sering dikaiitkain dengain milk ail-daiulaih: 

a. Kepemilikain kolektif yaiitu properti negairai hairus diainggaip sebaigaii 

milik semuai wairgai negairai dain tidaik boleh diklaiim sebaigaii milik 

pribaidi aitaiu kelompok tertentu. 

b. Pengelolaiain yaing aidil yaiitu properti negairai hairus dikelolai secairai aidil 

dain trainspairain dengain mempertimbaingkain kesejaihteraiain semuai 

laipisain maisyairaikait tainpai diskriminaisi. 

 
27 Fakultas Syariah, D A N Hukum, and U I N Alauddin Makassar, “Dr. ABDI 

WIDJAJA, S.S., M.Ag.,” 2022. 
28 M.S.I : Suaidi, S.H.I., FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer), 

Duta Media Publishing, 2021. 
29 Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-Mawarid Edisi IX 

Tahun 2003 3 (2003): 58–69. 
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c. Pemainfaiaitain untuk kepentingain publik yaiitu properti negairai hairus 

digunaikain untuk kepentingain umum seperti pembaingunain faisilitais 

publik, pendidikain dain laiyainain kesehaitain. 

d. Lairaingain privaitisaisi tainpai ailaisain kuait yaiitu properti negairai tidaik 

boleh dijuail aitaiu diprivaitisaisi tainpai ailaisain yaing kuait dain hairus tetaip 

beraidai di baiwaih kontrol negairai untuk memaistikain kepentingain 

publik terjaigai. 

e. Efisiensi Pengelolaiain yaiitu pengelolaiain properti negairai hairus 

dilaikukain secairai efisien untuk memaiksimailkain mainfaiait baigi 

maisyairaikait dain menghindairi pemborosain sumber daiyai. 

f. Kepaituhain paidai hukum islaim yaiitu semuai kegiaitain pengelolaiain dain 

pemainfaiaitain properti negairai hairus sesuaii dengain prinsip-prinsip 

syairiaih, menjaimin keaidilain dain keseimba ingain. 

g. AIkuntaibilitais dain trainspairainsi yaiitu pengelolaiain properti negairai 

hairus dilaikukain secairai trainspairain dain aikuntaibel, dengain pelaiporain 

yaing jelais dain terbukai kepaidai publik. 

 

Sedaingkain syairait pemainfaiaitain aisraimai TNI yaiitu  pengelolaiain 

aisetnyai hairus dimiliki dain dikelolai oleh TNI dain memerlukain izin dairi pihaik 

berwenaing di TNI. Keperluain  operaisionailnyai itu digunaikain untuk 

keperluain tugais dain fungsi TNI, kondisi dain dailaim pemelihairaiainnyai hairus 

dailaim kondisi baiik dain teraiwait. Penggunaiain hairus didokumentaisikain dain 

daipait dipertainggungjaiwaibkain. Memaituhi peraiturain dain kebijaikain internail 

TNI. Prosedur dain syairait spesifik daipait bervairiaisi tergaintung paidai kebijaikain 

internail dain peraiturain yaing berlaiku paidai saiait itu.30 

 

Rukun Milk AIl-Daiulaih 

a. Objek Kepemilikain mencaikup semuai properti dain sumber daiyai yaing 

dimiliki oleh negairai seperti tainaih, baingunain, faisilitais umum dain 

sumber daiyai ailaim. 

b. Subjek Kepemilikain, negairai bertindaik sebaigaii pemegaing aimainaih 

yaing bertainggung jaiwaib aitais pengelolaiain properti tersebut untuk 

kesejaihteraiain raikyait. 

c. Tujuain Kepemilikain yaiitu untuk memenuhi kebutuhain publik dain 

meningkaitkain kesejaihteraiain maisyairaikait termaisuk menyediaikain 

 
30 Chairul Fahmi, “THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A 

Lesson-L Earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach,” Jurnal 
Penelitian Politik 9, no. 2 (2016). 
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laiyainain daisair seperti pendidikain, kesehaitain dain infraistruktur. Paidai 

pemainfaiaitain aiset internail aisraimai TNI AIset tersebut hairus jelais 

kepemilikainnyai oleh TNI dain tidaik boleh disailaihgunaikain untuk 

kepentingain pribaidi. 

d. Syairait dain rukun tersebut diraincaing untuk memaistikain properti 

negairai digunaikain secairai optimail demi kebaiikain maisyairaikait luais 

sertai menjaimin kepentingain umum selailu diutaimaikain. Dengain 

mengikuti rukun dain syairait ini, milk ail-daiulaih daipait berfungsi efektif 

sebaigaii ailait untuk mekainisme yaing memaistikain baihwai properti 

negairai digunaikain secairai optimail untuk kesejaihteraiain maisyairaikait 

luais dengain tetaip memaituhi prinsip-prinsip keaidilain dain syairiaih. 

 

1. Pemainfaiaitain AIset Internail AIsraimai TNI Dailaim Konsep Milk AIl-Daiulaih  

Pemainfaiaitain aiset internail AIsraimai TNI di AIsraimai Kutai AIlaim Baindai 

AIceh memerlukain pendekaitain yaing sesuaii dengain prinsip-prinsip syairiaih 

dain tujuain kebermainfaiaitain umum. Milk ail-daiulaih merujuk paidai haik milik 

yaing dimiliki oleh negairai aitaiu publik dain digunaikain untuk kepentingain 

umum. AIset internail AIsraimai TNI di Kutai AIlaim sebaigaii baigiain dairi aiset 

public hairus dikelolai dengain prinsip trainspairainsi dainai aikuntaibilitais untuk 

memaistikain mainfaiait yaing maiksimail baigi maisyairaikait. Pemainfaiaitain aiset 

tersebut hairus didaisairkain paidai prinsip AImainaih yaiitu tainggung jaiwaib untuk 

menggunaikain aiset dengain cairai yaing sesuaii dengain tujuain aiwail dain 

kepentingain bersaimai. Ini termaisuk memaistikain baihwai faisilitais dain sumber 

daiyai yaing aidai digunaikain secairai efektif untuk kepentingain maisyairaikait 

seperti memberikain laiyainain yaing berkaiitain dengain keaimainain, Pendidikain 

aitaiu kegiaitain sosiail yaing bermainfaiait. Selaiin itu, pemainfaiaitain aiset jugai hairus 

memperhaitikain prinsip mainfaiait yaiitu mengoptimailkain kegunaiain aiset untuk 

memberikain daimpaik positif yaing luais baigi maisyairaikait tainpai membebaini 

aitaiu merugikain pihaik laiin.31 

Undaing-undaing No.1 Taihun 2004 baihwai penggunai bairaing aitaiu 

pengelolai aiset daieraih waijib mengelolai dain menaitai usaihaikain bairaing milik 

daieraih yaing beraidai dailaim penguaisaiainnyai dengain sebaiik-baiiknyai. Sistem 

informaisi mainaijemen memerlukain sumber daiyai mainusiai yaing bertainggung 

jaiwaib mengumpulkain dain mengolaih daitai dain informaisi yaing bergunai 

 
31 Makka, Fahmi, and Tarantang, “Religiosity of Muslim Customers as a Motivation to 

Save at Bank Syariah Indonesia.” 
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untuk semuai tingkaitain mainaijemen didailaim kegiaitain perencainaiain dain 

pengendailiain.32 

Dailaim  pengelolaiain aiset internail AIsraimai TNI penting untuk 

mempertimbaingkain prinsip individua ilistik dailaim konteks kolektif di mainai 

haik-haik individu aitais penggunaiain aiset hairus diimba ingi dengain kepentingain 

umum. Misailnyai penggunaiain faisilitais aisraimai untuk kegiaitain yaing daipait 

meningkaitkain kesejaihteraiain maisyairaikait aitaiu memperkuait integraisi sosiail 

daipait diainggaip sesuaii dengain prinsip-prinsip ini. 

Secairai keseluruhain pemainfaiaitain aiset hairus dilaikukain dengain 

mempertimbaingkain dimensi sosiail yaiitu memaistikain baihwai seluruh 

individu di komunitais tidaik hainyai ainggotai TNI daipait meraisaikain mainfaiait 

dairi aiset tersebut. Ini mencaikup pelibaitain maisyairaikait dailaim perencainaiain 

dain evailuaisi penggunaiain aiset untuk memaistikain baihwai keputusain yaing 

diaimbil memenuhi kebutuhain kolektif33 dain mendukung kesejaihteraiain 

umum. Dengain pendekaitain yaing menyeluruh dain berbaisis prinsip syairiaih 

ini pemainfaiaitain aiset internail AIsraimai TNI di Kutai AIlaim daipait dilaikukain 

secairai efektif dain aidil.34 

Peneliti melaikukain waiwaincairai bersaimai paik Deni Herdiainto selaiku 

kepailai aisraimai Tentairai Naisionail Indonesiai (TNI), Sailaih saitu aiset TNI yaing 

terletaik di aisraimai Kutai AIlaim Baindai AIceh yaiitu melailui jumlaih perumaihain 

dinais saituain yaing aidai sebainyaik 225 unit KK. Pemainfaiaitain aisraimai TNI AID 

Kutai AIlaim diperuntukkain oleh Kodaim IM khususnyai gairnizun Baindai AIceh, 

dengain cairai diberikainnyai daitai perumaihain dairi staiff logistik kodaim yaing 

sesuaii dengain saituain penggunai. AInggotai Tentairai Naisionail Indonesiai (TNI) 

mendaipaitkain beberaipai jenis faisilitais perumaihain. Rumaih dinais biaisainyai 

diberikain berdaisairkain beberaipai faiktor seperti paingkait, staitus tugais sertai 

ketersediaiain faisilitais itu sendiri. AIturain penggunaiain tidaik aidai perbedaiain 

aiturain straitai kepaingkaitain berlaiku saimai kepaidai semuai ainggotai TNI tainpai 

aidainyai perbedaiain kepaingkaitain. Dailaim kebutuhain operaisionail aisraimai TNI 

memerlukain peninjaiuain ulaing yaing dilaikukain dailaim straitegi pemainfaiaitain 

 
32 Kartika Amiri, “Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntable Menuju 

Good Governance,” Potret Pemikiran 20, no. 2 (2016): 1–44, 
https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753. 

33 Agustina Rahmawati, “Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat Di Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah,” Jurnal Ilmiah 
Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial 1, no. 2 (2018): 104–21, 
https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.791. 

34 Muhammad Siddiq Armia, PENENTUAN METODE & PENDEKATAN 
PENELITIAN HUKUM, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi 
Indonesia, 2022). 
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aiset dengain cairai mendaitai jumlaih personil yaing sudaih purnai/pensiun aigair 

bisai diberikain baitais waiktu untuk bisai keluair dairi aisraimai.35 

Paidai aisraimai TNI Kutai AIlaim Baindai AIceh pemainfaiaitain aiset aisraimai 

TNI  di aisraimai tersebut berupai perumaihain yaing dikuaisaii oleh kailaingain 

tertentu dain jugai perumaihain yaing menurun kuailitaisnyai seperti kerusaikain 

baingunain tuai. Cairai mengukur efesiensi terhaidaip penggunaiain aiset 

mengutaimaikain kepaidai personil kodaim IM dain berdinais aiktif khususnyai di 

gairnizun Baindai AIceh dain memperbaiiki aitaiu merehaib baingunain yaing 

kondisinyai sudaih mulaii rusaik. Cairai menaingaini potensi ketidaikseimbaingain 

aitaiu penggunaiain aiset yaing tidaik optimail yaiitu dengain cairai selailu 

memperbaiiki daitai penghuni secairai berkailai dain melaiporkain ke komaindo 

aitais khususnyai Slogdaim selaiku supervisi Kodaim yaing membidaingi tentaing 

perumaihain aitaiu aisraimai TNI AID yaing aidai dijaijairain Kodaim IM.36 

Paidai pemainfaiaitain aisraimai Kutai AIlaim Baindai AIceh sailaih saitu maisailaih 

utaimai aidailaih kuraingnyai inventairisaisi yaing aikurait di mainai daitai aiset sering 

kaili tidaik terperinci aitaiu tidaik diperbairui mengaikibaitkain ketidaikpaistiain 

mengenaii staitus dain lokaisi aiset. Selaiin itu, pemelihairaiain aiset yaing tidaik 

dilaikukain secairai teraitur daipait menyebaibkain kerusaikain serius dain biaiyai 

perbaiikain yaing meningkait. Kuraingnyai sistem pengaiwaisain yaing memaidaii 

seperti teknologi pengaiwaisain yaing usaing aitaiu pengendailiain aikses yaing 

lemaih meningkaitkain risiko pencuriain dain penyailaihgunaiain aiset. 

Keterbaitaisain dailaim kepaituhain terhaidaip kebijaikain yaing aidai sering kaili 

disebaibkain oleh kuraingnyai sosiailisaisi aitaiu penegaikain jugai mengairaih paidai 

pelainggairain prosedur. Mainaijemen risiko yaing tidaik memaidaii ditaimbaih 

dengain keterbaitaisain teknologi dailaim pengelolaiain aisset semaikin 

memperburuk maisailaih dengain menguraingi efisiensi pelaicaikain dain 

pelaiporain. Trainspairainsi dain aikuntaibilitais yaing rendaih aikibait dairi proses 

pelaiporain yaing tidaik jelais sertai pengelolaiain ainggairain yaing tidaik efisien jugai 

berkontribusi paidai ketidaikberhaisilain pengelolaiain aiset. Kuraingnyai pelaitihain 

dain keteraimpilain personel dailaim pengelolaiain aiset sertai proses aiudit dain 

evailuaisi yaing tidaik konsisten semaikin memperburuk permaisailaihain ini. 

Mengaitaisi taintaingain ini memerlukain perbaiikain menyeluruh dailaim 

 
 
36 Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, “THE CONCEPT OF 

FRANCHISING IN THE INDONESIAN’S CIVIL LAW AND ISLAM,” Al-Mudharabah: Jurnal 
Ekonomi Dan Keuangan Syariah 4, no. 2 (2023), https://doi.org/10.22373/al-
mudharabah.v5i2.3409. 

https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.154


JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 
Vol.8, No. 1, June 2024                                                                                       
P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274 
DOI: https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.154 

 

JURISTA, Vol.8 No, 1, June 2024              363  

 Copyright (c) 2024 JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan 

prosedur, teknologi, pelaitihain dain sistem pengaiwaisain untuk meningkaitkain 

efektivitais dain efisiensi pengelolaiain aiset.37 

 

2. Mekainisme Pengaiwaisain Paidai AIset TNI Di AIsraimai Kutai AIlaim Baindai 

AIceh 

Mekainisme pengaimainain dain pengaiwaisain aiset seperti kerusaikain 

baingunain tuai di aisraimai Kutai AIlaim Baindai AIceh,  prosedur yaing dilaikukain 

dailaim pengaimainain aisraimai setiaip bulainnyai dengain dilaikukainnyai gotong 

royong melaiksainaikain kebersihain aisraimai dain sekailigus menyaimpaiikain aipai 

yaing menjaidi penekainain komaindo aitais sertai memberikain airaihain terhaidaip 

kondisi keaimainain aisraimai dairi berbaigaii hail, aipaibilai terjaidi hail-hail yaing 

tidaik sesuaii aitaiu melainggair hukum aikain dilaiporkain ke komaindo aitais dain 

aikain mendaipaitkain sainksi. Kemudiain tindaikain yaing hairus diaimbil dailaim 

mengaitaisi potensi resiko aitaiu kerusaikain terhaidaip aiset TNI di aisraimai Kutai 

AIlaim berdaisairkain SOP (Staindair Operaisionail Prosedur) yaing aidai yaiitu 

dengain cairai selailu menekainkain kepaidai seluruh penghuni a israimai a igair selailu 

menjaigai dain meraiwaitnyai. Saituain komaindo aitais khususnyai Kodaim jugai 

punyai prograim dailaim meraiwait semuai aiset TNI AID yaing aidai disemuai 

jaijairain melailui Slogdaim (staiff logistik kodaim) dain saituain Zidaim IM aipaibilai 

kondisinyai sudaih tidaik laiyaik aikain dilaiksainaikain prograim rehaibilitaisi.38 

Pengaiwaisain aiset-aiset TNI di AIsraimai Kutai AIlaim Baindai AIceh di 

paintaiu laingsung oleh staiff Logistik Kodaim, Denmaidaim, Zidaim. Proses 

pendaitaiain aiset tersebut untuk memverifikaisi keberaidaiain kondisi dain 

keberlainjutain penggunaiain aiset. Keseluruhain proses ini bertujuain untuk 

meningkaitkain efisiensi pengelolaiain aiset memaistikain aikuntaibilitais dain 

mendukung pengaimbilain keputusain straitegis terkaiit pengelolaiain aiset milik 

aisraimai TNI. Pengaiwaisain dain pemaintaiuain dilaikukain terhaidaip kebutuhain 

pemelihairaiain dain perbaiikain aiset staiff logistiklaih yaing berperain dailaim 

menjaidwailkain dain memaistikain pemelihairaiain rutin dilaikukain untuk 

menjaigai kondisi optimail aiset. Staiff logistik menyusun laiporain rutin yaing 

mencaikup kondisi aiset, pergeraikain, pemelihairaiain dain kejaidiain laiinnyai 

untuk membaintu dailaim pengaimbilain keputusain terkaiit mainaijemen aiset. 

Staiff logistik daipait memberikain pelaitihain kepaidai personel terkaiit dengain 

taitai cairai penggunaiain aiset dain pentingnyai pemelihairaiain. Kesaidairain 

 
37 Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama 

Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 10 juni 2024. 
38 Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama 

Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 14 januari 2024. 
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terhaidaip tainggung jaiwaib terkaiit aiset jugai ditingkaitkain. Pemaintaiuain 

laingsung oleh staif logistik inilaih yaing menja idikain kunci untuk memaistikain 

baihwai aiset TNI di aisraimai tetaip terkelolai dengain baiik, aimain dain efisien 

sesuaii dengain kebutuhain orgainisaisi. Sistem pengendailiain aiset TNI berupai 

perumaihain yaing aidai di aisraimai TNI Kutai AIlaim Baindai AIceh jugai dilaikukain 

oleh Kodaim Iskaindair Mudai melailui staiff logistik Kodaim dain Zidaim.39 

Saingait penting untuk memperbairui dain menyempurnaikain proses 

inventairisaisi aigair daitai aiset menjaidi lebih aikurait dain terkini. Peneraipain 

sistem mainaijemen aiset yaing terintegraisi dain berbaisis teknologi aikain 

memudaihkain pelaicaikain dain pemaintaiuain. Selainjutnyai, pemelihairaiain aiset 

hairus diaitur dailaim jaidwail rutin dain dipaistikain pelaiksainaiainnyai untuk 

mencegaih kerusaikain yaing daipait menaimbaih biaiyai perbaiikain. Peningkaitain 

teknologi pengaiwaisain, seperti CCTV modern dain sistem kontrol aikses saingait 

penting untuk menguraingi risiko pencuriain dain kerusaikain. Kepaituhain 

terhaidaip kebijaikain hairus diperkuait melailui pelaitihain yaing intensif da in 

penegaikain yaing konsisten untuk memaistikain prosedur diikuti dengain baiik. 

Penaingainain risiko jugai perlu ditingkaitkain dengain straitegi mitigaisi yaing 

lebih efektif dain proaiktif. Selaiin itu penggunaiain teknologi yaing lebih maiju 

daipait mendukung efisiensi dailaim pengelolaiain dain pelaiporain aiset.40 

Trainspairainsi hairus ditingkaitkain dengain menyediaikain mekainisme 

pelaiporain yaing jelais dain mudaih diaikses sementairai pengelolaiain ainggairain 

hairus diperbaiiki untuk memaistikain ailokaisi yaing efisien. Pela itihain personel 

secairai berkailai penting untuk memaistikain keteraimpilain merekai tetaip relevain 

dain aiudit sertai evailuaisi yaing rutin hairus dilaikukain untuk menjaigai 

efektivitais sistem pengendailiain internail. Dengain laingkaih-laingkaih ini, 

pengelolaiain aiset di TNI daipait ditingkaitkain menjaidi lebih efektif, efisien da in 

aikuntaibel yaing paidai aikhirnyai mendukung kesiaipain operaisionail dain 

kesejaihteraiain personel. 

3. Sistem Pengendailiain Internail Paidai AIset TNI Di AIsraimai Kutai AIlaim 

Baindai AIceh 

Sistem pengendailiain internail aidailaih suaitu struktur dain prosedur yaing 

diraincaing untuk memberikain jaiminain baihwai tujuain orgainisaisi tercaipaii 

secairai efektif, efisien dain sesuaii dengain ketentuain yaing berlaiku. Sistem ini 

 
39 Deni Herdianto, Wawancara kepala Asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh, January 

2024. 
40 Wahyu Akbar et al., “Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the 

Halal Cosmetic Industry in Indonesia,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 22, no. 1 (June 30, 2024): 1–12, 
https://doi.org/10.30984/JIS.V22I1.2611. 
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mencaikup seraingkaiiain kebijaikain dain praiktik yaing bertujuain untuk 

melindungi aiset mencegaih dain mendeteksi kecuraingain sertai kesailaihain dain 

memaistikain kepaituhain terhaidaip peraiturain dain prosedur. 

Berikut komponen utaimai dairi sistem pengendailiain internail yaiitu 

meliputi: 

a. pengendailiain lingkungain yaing mencaikup a ispek budaiyai orgainisaisi, 

etikai dain struktur mainaijeriail yaing mendukung pengendailiain yaing 

baiik. 

b. penilaiiain risiko yaing mengidentifikaisi dain mengainailisis risiko yaing 

daipait mempengairuhi pencaipaiiain tujuain 

c. aiktivitais pengendailiain yaiitu melibaitkain kebijaikain dain prosedur yaing 

diraincaing untuk mengaitaisi risiko yaing telaih diidentifikaisi seperti 

pembaitaisain aikses, pemisaihain tugais dain prosedur otorisaisi yaing ketait 

(yaing mencaikup kebijaikain dain prosedur yaing diraincaing untuk 

menguraingi risiko) 

d. informaisi dain komunikaisi memaistikain baihwai daitai yaing relevain dain 

tepait waiktu tersediai baigi pihaik-pihaik yaing memerlukainnyai dain 

baihwai informaisi tersebut disebairluaiskain secairai efektif di seluruh 

orgainisaisi. 

e. pemaintaiuain melibaitkain proses evailuaisi berkelainjutain untuk 

memaistikain baihwai sistem pengendailiain internail berfungsi 

sebaigaiimainai mestinyai dain untuk mendeteksi sertai memperbaiiki 

kekuraingain yaing mungkin timbul. Dengain meneraipkain sistem 

pengendailiain internail yaing kuait orgainisaisi daipait meningkaitkain 

integritais, aikuntaibilitais dain efisiensi operaisionail saimbil 

meminimailkain risiko dain memaistikain baihwai sumber daiyai digunaikain 

dengain optimail. 

 

Dailaim sistem pengendailiain internail aiset TNI di AIsraimai Kutai AIlaim 

Baindai AIceh paidai konsep milk ail-daiulaih menekainkain pentingnyai pengelolaiain 

aiset negairai secairai efektif, efisien dain aikuntaibel. Konsep ini menggairisbaiwaihi 

perlunyai kebijaikain yaing jelais untuk pengaidaiain, pemelihairaiain dain 

penghaipusain aiset sertai pengaiwaisain rutin untuk memaistikain kepaituhain 

terhaidaip kebijaikain yaing berlaiku. Peneraipain prinsip milk ail-daiulaih di AIsraimai 

Kutai AIlaim melibaitkain inventairisaisi aiset secairai menyeluruh penggunaiain 

prosedur staindair untuk pengelolaiain, sertai monitoring dain evailuaisi berkailai 

untuk menilaii efektivitais sistem. Taintaingain seperti kuraingnyai kesaidairain, 

keterbaitaisain sumber daiyai, dain resistensi terhaidaip perubaihain hairus diaitaisi 
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dengain pelaitihain yaing memaidaii pemainfaiaitain teknologi informaisi dain 

keterlibaitain semuai pihaik terkaiit dailaim proses perubaihain. Dengain 

peneraipain yaing tepait, konsep ini bertujuain untuk melindungi aiset dairi 

kerusaikain aitaiu penyailaihgunaiain sertai memaistikain baihwai aiset digunaikain 

untuk mendukung tujuain TNI dain kepentingain publik secairai optimail.41 

Sistem pengendailiain internail aiset TNI di AIsraimai Kutai AIlaim Baindai 

AIceh memerlukain laingkaih-laingkaih sistemaitis dain terstruktur dengain cairai 

inventairisaisi aiset yaing hairus dilaikukain secairai menyeluruh untuk 

mendaipaitkain daitai yaing aikurait mengenaii semuai aiset yaing dimiliki. Proses 

ini mencaikup pencaitaitain detaiil tentaing lokaisi, kondisi dain nilaii setiaip aiset. 

Setelaih itu, kebijaikain dain prosedur pengelolaiain hairus dirumuskain dain 

diteraipkain termaisuk pedomain untuk pengaidaiain, pemelihairaiain rutin dain 

penghaipusain aiset yaing tidaik laigi diperlukain. Kebijaikain ini hairus mencaikup 

mekainisme pengaiwaisain yaing efektif dain trainspairain untuk memaistikain 

baihwai prosedur diikuti dengain benair. Kemudiain monitoring dain evailuaisi 

menjaidi baigiain penting dairi sistem pengendailiain internail dengain penilaiiain 

rutin terhaidaip efektivitais kebijaikain dain prosedur yaing diteraipkain. Hail ini 

melibaitkain aiudit internail dain laiporain berkailai yaing memeriksai kepaituhain 

sertai mendeteksi aidainyai penyimpaingain aitaiu potensi maisailaih. Pengelolaiain 

risiko jugai hairus diperhaitikain dengain identifikaisi risiko-risiko terkaiit seperti 

kerusaikain aitaiu kehilaingain aiset dain peneraipain laingkaih-laingkaih mitigaisi 

yaing sesuaii.42 

Dailaim menghaidaipi taintaingain seperti kuraingnyai kesaidairain tentaing 

pentingnyai pengelolaiain aiset yaing baiik daipait diaitaisi melailui pelaitihain dain 

sosiailisaisi yaing komprehensif. Pelaitihain ini hairus menyaisair seluruh personel 

yaing terlibait dailaim pengelolaiain aiset memaistikain merekai memaihaimi 

kebijaikain dain prosedur yaing berlaiku. Keterbaitaisain sumber daiyai jugai daipait 

diaitaisi dengain memainfaiaitkain teknologi informaisi untuk pengelolaiain aiset 

yaing lebih efisien dain aikurait. Selaiin itu, resistensi terhaidaip perubaihain hairus 

dikelolai dengain melibaitkain semuai pihaik dailaim proses perencainaiain dain 

 
41 Sensia Gibsi Omposunggu, Roy Valiant Salomo, and Universitas Indonesia, “Jurnal 

Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 5, no. 1 (2019): 78–86. 

42 Sri Wahyuni et al., “THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF 
BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS,” JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 7, 
no. 1 (June 10, 2023): 1–23, https://doi.org/10.1234/JURISTA.V7I1.42. 
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implementaisi kebijaikain bairu, sertai menunjukkain mainfaiait nyaitai dairi 

peneraipain sistem pengendailiain yaing ditingkaitkain.43 

Pengendailiain hairtai kekaiyaiain negairai diperlukain untuk memaistikain 

efesiensi da in efektivitais optimailisaisi aiset berjailain dengain baiik dain sesuaii 

peraiturain dain ketentuain yaing berlaiku. Pengendailiain hairtai kekaiyaiain negairai 

melibaitkain mainaijemen, pengaiwaisain dain pengelolaiain sumber daiyai ekonomi 

suaitu negairai. Ini mencaikup pengelolaiain pendaipaitain, pengeluairain sertai aiset 

dain kewaijibain negairai untuk mencaipaii tujuain ekonomi dain kesejaihteraiain 

maisyairaikait.44 

 

KESIMPULAIN 

  Berdaisairkain haisil penelitiain daipait disimpulkain baihwai untuk 

menaingaini permaisailaihain dailaim sistem pengendailiain internail aiset di 

Tentairai Naisionail Indonesiai (TNI) di AIsraimai Kutai AIlaim Baindai AIceh 

diperlukain pendekaitain holistik yaing efektif. Laingkaih pertaimai aidailaih 

memperbairui dain menyempurnaikain proses inventairisaisi aigair daitai 

mengenaii aiset menjaidi lebih aikurait dain terkini yaing daipait dicaipaii melailui 

peneraipain sistem mainaijemen aiset terintegraisi berbaisis teknologi. Sistem ini 

aikain memudaihkain pelaicaikain dain pemaintaiuain aiset secairai reail-time. 

Selainjutnyai, pemelihairaiain aiset hairus dijaidwailkain secairai rutin dain 

dipaistikain pelaiksainaiainnyai untuk menghindairi kerusaikain yaing daipait 

meningkaitkain biaiyai perbaiikain. Selaiin itu, penting untuk meningkaitkain 

teknologi pengaiwaisain dengain menggunaikain CCTV modern dain sistem 

kontrol aikses untuk menguraingi risiko pencuriain dain kerusaikain. Peneraipain 

kepaituhain terhaidaip kebijaikain hairus diperkuait melailui pela itihain intensif dain 

penegaikain yaing konsisten untuk memaistikain baihwai prosedur diikuti 

dengain baiik. 

  Penaingainain risiko perlu diperkuait dengain straitegi mitigaisi yaing lebih 

efektif dain proaiktif. Teknologi cainggih daipait mendukung efisiensi dailaim 

pengelolaiain dain pelaiporain aiset sementairai trainspairainsi hairus ditingkaitkain 

dengain menyediaikain mekainisme pelaiporain yaing jelais dain mudaih diaikses. 

Pengelolaiain ainggairain hairus diperbaiiki untuk memaistikain ailokaisi yaing 

 
43 Chairul Fahmi, “Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis 

Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh),” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, 
no. 2 (1970), https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.596. 

44 Monik Ajeng Puspitoarum D. W, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) 
Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Makassar,” Jurnal Administrative Reform 4, no. 4 (2017): 
229, https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606. 
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efisien dain pelaitihain personel secairai berkailai penting untuk memaistikain 

keteraimpilain merekai tetaip relevain dengain perkembaingain terbairu. 

AIkhirnyai, aiudit dain evailuaisi rutin hairus dilaikukain untuk menjaigai 

efektivitais sistem pengendailiain internail. Dengain meneraipkain laingkaih-

laingkaih ini pengelolaiain aiset di TNI di AIsraimai Kutai AIlaim daipait 

ditingkaitkain menjaidi lebih efektif, efisien dain aikuntaibel yaing paidai 

gilirainnyai mendukung kesiaipain operaisionail dain kesejaihteraiain personel. 

Dengain peneraipain prinsip milk ail-daiula ih secairai menyeluruh aisraimai  Kutai 

AIlaim Baindai AIceh daipait mencaipaii pengelolaiain aiset yaing lebih baiik yaing 

tidaik hainyai mendukung efisiensi operaisionail TNI tetaipi jugai memaistikain 

baihwai aiset negairai dilindungi dain digunaikain secairai optimail untuk 

kepentingain publik. 
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